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ABSTRACT  
This study explores the level of acceptance and tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 
towards Government Regulation Number 23 of 2018. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) as a theoretical 
basis model, this study aims to elaborate and analyze: (1) perception, (2) tax compliance commitment and (3) factors 
that influence the level of tax compliance of MSMEs towards MSME tax policies in Government Regulation Number 
23 of 2018. This study uses a qualitative method with a case study approach and is conducted using an in-depth 
interview technique with 18 individual MSME taxpayers registered at the Jayapura Pratama Tax Service Office. Using 
three elements that determine the will and tendency of will in TPB in elaborating and analyzing the three research 
objectives, this study has three research results. First, the participants showed a positive perception of MSME tax 
policies. This perception is motivated by the participants' tax morale which is reflected through: the benefit component 
that dominates their attitude towards behavior; positive encouragement, religious rules and real practices of tax 
compliance in their environment that form their subjective norms and; convenience that dominates their perception of 
behavioral control. Second, the majority of participants showed a strong commitment to comply with their tax 
obligations. This is manifested in their behavioral decisions. Third, the level of tax compliance of participants is 
strongly influenced by the motivation inherent in their perceptions. Referring to the three results, participants showed 
an adequate level of acceptance and tax compliance towards the MSME tax policy in Government Regulation Number 
23 of 2018. 
Keywords: Tax Acceptance, Tax Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini mengekplorasi tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) 
sebagai model landasan teori, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis: (1) persepsi, (2) 
komitmen kepatuhan pajak dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM terhadap 
kebijakan pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta dilakukan dengan teknik in-depth interview kepada 18 wajib pajak orang 
pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Menggunakan tiga elemen penentu 
kehendak dan kecenderungan kehendak dalam TPB dalam mengelaborasi dan menganalisis tiga tujuan penelitian 
tersebut, penelitian ini memiliki tiga hasil penelitian. Pertama, para partisipan menunjukkan persepsi yang positif 
terhadap kebijakan pajak UMKM. Persepsi tersebut termotivasi oleh tax morale partisipan yang direfleksikan melalui: 
komponen manfaat yang mendominasi sikapnya terhadap perilaku; dorongan yang positif, kaidah dalam agama beserta 
praktek nyata kepatuhan pajak di lingkungannya yang membentuk norma subjektifnya dan; hal kemudahan yang 
mendominasi persepsi kendali keperilakuannya. Kedua, mayoritas partisipan menunjukkan komitmen yang kuat untuk 
berlaku patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini terwujud dalam keputusan kehendak berperilakunya. Ketiga, 
tingkat kepatuhan pajak dari partisipan kuat dipengaruhi oleh motivasi yang melekat dalam persepsinya. Mengacu pada 
ketiga hasil tersebut, partisipan menunjukkan tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak yang memadai terhadap kebijakan 
pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
Kata Kunci: Akseptasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
 
PENDAHULUAN 

Peran usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) semakin sentral 

dalam menopang kinerja perekonomian 
negara-negara di dunia, baik negara maju 
maupun negara berkembang. Pernyataan 
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ini mengacu pada data statistik 
Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) yang 
menyatakan bahwa 99% sektor UMKM 
mendominasi praktik bisnis di dunia, dan 
70% berkontribusi sebagai wadah 
lapangan pekerjaan (OECD, 2024). 
Indonesia, sebagai salah satu negara 
berkembang, turut merasakan dampak 
positif dari keberadaan UMKM. Praktik 
usaha di Indonesia, 99% bersumber dari 
sektor UMKM, yang juga berkontribusi 
sebagai wadah penyerapan tenaga kerja 
yang mencapai 96,9%. Statistik 
mengenai sumbangsih sektor UMKM 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia secara konsisten menunjukkan 
tren pertumbuhan, mencapai 61% atau 
sebesar Rp 9.508 triliun dari total PDB 
senilai Rp 15.587 triliun (KADIN 
Indonesia, 2024). Selain kontribusinya 
terhadap perekonomian nasional, 
UMKM juga mampu menjaga stabilitas 
usaha di tengah krisis keuangan global, 
seperti yang terjadi pada periode tahun 
1997-1998 dan 2008-2009, serta 
mengalami pertumbuhan yang positif 
sejak era Covid-19 (Bank Indonesia dan 
LPPI, 2015; KADIN Indonesia, 2024). 
Meskipun UMKM telah menjadi 
penggerak roda perekonomian negara 
yang efektif, kontribusinya di sektor 
pajak, yang merupakan sumber terbesar 
pendapatan negara, masih belum 
signifikan. Jumlah Wajib Pajak (WP) 
UMKM yang teridentifikasi dari jenis 
setoran pajak UMKM, yaitu Pajak 
Penghasilan (PPh) final, baru mencapai 
1,5 juta dari total 65 juta pelaku UMKM. 
Konsekuensinya, penerimaan pajak 
UMKM hanya mencapai 1,1% dari total 
keseluruhan penerimaan PPh (Al Rasyid 
& Amaliyah, 2024; Sephiani & Syafitri, 
2023). Fenomena ketimpangan antara 
kontribusi terhadap ekonomi dan pajak 
dari pelaku UMKM juga dialami 
beberapa negara, selain Indonesia, 

terutama negara-negara ekonomi 
berkembang. 

Berkenaan dengan kondisi ini, 
beberapa penelitian telah dilakukan 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang memicu rendahnya kepatuhan 
pajak pelaku UMKM di negara-negara 
tersebut. Di Afrika Selatan, regulasi 
perpajakan yang rumit dan kompleksitas 
dalam dokumentasi pelaporan pajak 
menjadi dua hambatan utama bagi 
pelaku UMKM dalam mematuhi 
kewajiban pajaknya (Naape, 2023). Di 
Nigeria, mayoritas pelaku UMKM 
mempersepsikan pajak sebagai beban 
dalam pengembangan usaha, yang 
mendorong kesengajaan untuk 
mengabaikan dan tidak mematuhi aturan 
pajak yang berlaku (Yerima et al., 2022). 
Di Malaysia (San et al., 2023), tingkat 
kepatuhan pajak pelaku UMKM 
memiliki korelasi negatif dengan tarif 
pajak yang dikenakan. Ketika tarif pajak 
dianggap berdampak pada kerugian 
usaha, pelaku UMKM cenderung tidak 
mematuhi kewajiban pajaknya dan 
melakukan penyimpangan pajak. Di 
Ghana (Ernest et al., 2022), tarif pajak 
yang tinggi di sektor UMKM mendorong 
lonjakan harga produk yang 
diperdagangkan, yang kemudian 
memicu penurunan intensitas belanja 
konsumen. Kondisi ini cenderung 
mempengaruhi pelaku UMKM untuk 
menghindari pajak. 

Sebagai tanggapan terhadap isu di 
atas, kesetaraan dalam hal besaran tarif 
pajak yang dikenakan untuk seluruh 
bidang usaha serta iklim usaha menjadi 
dua faktor penentu bagi pelaku UMKM 
untuk mentaati kewajiban pajaknya 
(Musimenta et al., 2017). Selain itu, 
tingkat pemahaman pajak dari pelaku 
UMKM, konsistensi dalam penegakan 
aturan pajak, dan model pelayanan yang 
difasilitasi oleh otoritas pajak juga 
memiliki korelasi yang kuat terhadap 
tingkat kepatuhan pelaku UMKM 
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(Agustiana et al., 2023). Dari kedua 
tanggapan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman pajak, persepsi 
keadilan dalam pajak yang terbangun di 
antara pelaku UMKM, serta pendekatan 
dari otoritas pajak menjadi kunci dalam 
mendorong pelaku UMKM untuk 
semakin meningkatkan kepedulian dan 
kepatuhan atas kewajiban pajaknya. 

Didasarkan pada perkembangan 
jumlah WP dan kontribusi pajak dari 
UMKM yang belum signifikan, DJP 
memberikan insentif pajak berupa 
penurunan tarif PPh final dari 1% yang 
sebelumnya diatur dalam PP Nomor 46 
Tahun 2013 menjadi 0,5% yang diatur 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. PP 
yang efektif diberlakukan pada 1 Juli 
2018 ini memiliki perbedaan utama 
dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu 
terdapat batasan waktu penggunaan tarif 
PPh final. Pertama, bagi WP OP hanya 
berlaku selama 7 tahun. Kedua, bagi 
badan usaha berbentuk CV, Firma, atau 
Koperasi, tarif tersebut berlaku selama 4 
tahun. Ketiga, badan usaha berbentuk PT 
hanya berlaku selama 3 tahun. 
Penjelasan lebih lanjut mengenai 
perbedaan kebijakan pajak yang diatur 
dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP 
Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilihat pada 
Tabel I berikut: 
Tabel 1. Perbandingan PP Nomor 46 
Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 

2018

 
Mengacu pada WP OP, PP Nomor 

23 Tahun 2018 dapat digunakan hingga 
akhir tahun 2024. Sementara itu, WP 
berbentuk PT, koperasi, CV dan firma 
tidak dapat menggunakan fasilitas 

perpajakan dalam PP ini karena telah 
selesai masa berlakunya. Lebih lanjut, 
tujuan umum dibuatnya kebijakan pajak 
dalam PP Nomor 23 tahun 2018 adalah: 
semakin meringankan beban pajak 
pelaku UMKM, menciptakan rasa 
keadilan diantara WP dan mendorong 
kepatuhan pajak serta perbaikan kualitas 
pembukuan dari pelaku UMKM. 
Didasarkan pada tujuan tersebut, maka 
peneliti bermaksud mengajukan 
penelitian dengan judul “Tingkat 
Akseptasi dan Kepatuhan Pajak Pelaku 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) Terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” 
 
KAJIAN PUSTAKA  
Akseptasi terhadap Pajak 

Akseptasi terhadap pajak, menurut 
KBBI, adalah penerimaan umum 
terhadap suatu kebijakan perpajakan 
yang didasarkan pada nilai, etika, dan 
prinsip individu serta lingkungan sosial. 
Konsep ini erat kaitannya dengan tax 
morale, yaitu motivasi non-ekonomi 
dalam memenuhi kewajiban pajak 
(Torgler, 2007; Luttmer & Singhal, 
2014). Schmolders (1959) 
menghubungkan tax morale dengan 
psikologi fiskal, yang memengaruhi 
sikap dan keyakinan Wajib Pajak (WP). 
Rendahnya tax morale sering dikaitkan 
dengan praktik penghindaran pajak 
(Alligham & Sandmo, 1972). 

Teori institusional menjelaskan 
bahwa tax morale dipengaruhi oleh 
institusi formal (kepercayaan pada 
otoritas pajak) dan informal (demografi, 
norma sosial, dan mentalitas individu) 
(Campbell, 2007; Horodnic, 2018). 
Kepercayaan pada institusi formal, 
seperti kapabilitas otoritas pajak, 
menjadi faktor penting (Belkaoui, 2004; 
Suryadi, 2018). Secara informal, faktor 
demografi seperti usia, pendidikan, 
agama, status pekerjaan, dan jenis 
kelamin turut memengaruhi tax morale. 
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Penelitian menunjukkan bahwa usia 
matang dan pendidikan tinggi 
meningkatkan kesadaran pajak 
(Ristovska et al., 2013; Justicia & 
Theilen, 2018), sedangkan kesadaran 
agama memperkuat motivasi membayar 
pajak (Torgler, 2007). 

Namun, peran aspek informal 
lebih dominan menurut Cahyonowati 
(2011), yang menyoroti pentingnya 
mentalitas WP dalam menerima 
konsekuensi negatif penghindaran pajak. 
Secara keseluruhan, tax morale, baik 
dari aspek formal maupun informal, 
memainkan peran signifikan dalam 
membentuk akseptasi WP terhadap 
peraturan pajak (Daude et al., 2013). 
 
Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak merujuk pada 
kehendak WP untuk mematuhi peraturan 
perpajakan, ditandai dengan pelaporan 
dan penyetoran pajak yang tepat waktu 
dan sesuai aturan (Alm et al., 2011; 
Vogel, 1974). Di Indonesia, indikator 
kepatuhan pajak mengacu pada PMK 
Nomor 74/PMK.03/2012, meliputi: 
pelaporan SPT tepat waktu, tidak 
memiliki tunggakan pajak (kecuali 
diizinkan mencicil atau menunda), 
memperoleh opini WTP selama tiga 
tahun berturut-turut, dan tidak terlibat 
pidana perpajakan dalam lima tahun 
terakhir. 

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 
norma sosial, altruisme, dan efektivitas 
administrasi pajak. Norma sosial 
mendorong perilaku patuh melalui 
perasaan bersalah dan malu bila 
melanggar aturan. Altruisme, yakni 
kepentingan sosial di atas kepentingan 
pribadi, memotivasi WP untuk sukarela 
mematuhi aturan pajak (Torgler, 2007; 
Kerr et al., 2004). Efektivitas 
administrasi pajak juga berperan penting. 
Witte dan Woodbury (1985) 
menemukan hubungan kausal antara 
efektivitas administrasi dan tingkat 

kepatuhan pajak, sementara Saad (2014) 
mencatat kompleksitas administrasi 
dapat menurunkan kepatuhan. 

DJP telah melakukan reformasi 
kebijakan, termasuk sistem self-
assessment sejak 1984, yang memberi 
WP tanggung jawab penuh untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak secara mandiri (Bawazier, 2011). 
Meski memiliki kelemahan seperti risiko 
denda, sistem ini dinilai meningkatkan 
partisipasi WP (James & Alley, 2009). 

Untuk perhitungan pajak, DJP 
memperbarui tarif PPh melalui UU PPh 
Nomor 36 Tahun 2008 dan UU HPP 
Nomor 7 Tahun 2021. Tarif PPh WP 
orang pribadi bersifat progresif sesuai 
penghasilan, sementara WP badan 
dikenakan tarif tetap dengan fasilitas 
pemotongan tertentu. Untuk UMKM, 
tarif PPh final diperkenalkan melalui PP 
Nomor 46 Tahun 2013 (1%) dan 
diperbarui menjadi 0,5% melalui PP 
Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini 
mencakup usaha perseorangan dan 
badan dengan penghasilan di bawah 
Rp4,8 miliar per tahun, dengan batasan 
waktu penggunaan tarif. Reformasi ini 
bertujuan menyederhanakan proses dan 
meningkatkan kepatuhan pajak. 
 
Theory of Planned Behaviour (TPB) 

TPB merupakan pengembangan 
dari Theory of Reasoned Action (TRA) 
yang menjelaskan hubungan antara niat 
(intention) dan perilaku (behavior). 
Dalam TRA, niat dipengaruhi oleh dua 
elemen utama, yaitu sikap terhadap 
perilaku (attitude toward the behavior) 
dan norma subjektif (subjective norm). 
TPB menambahkan elemen ketiga, yaitu 
persepsi kendali keperilakuan (perceived 
behavioral control), yang mencerminkan 
persepsi seseorang tentang kemudahan 
atau kesulitan dalam menjalankan suatu 
perilaku (Ajzen, 1991). 

Sikap terhadap perilaku 
mencerminkan penilaian individu 
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terhadap dampak positif atau negatif dari 
suatu perilaku berdasarkan pengalaman 
dan ekspektasi pribadinya. Ketika sikap 
terhadap perilaku bersifat positif, 
kecenderungan untuk melaksanakan 
perilaku tertentu akan meningkat. Norma 
subjektif merupakan persepsi individu 
terhadap pengaruh sosial atau tekanan 
normatif dari lingkungan yang 
mendorong seseorang untuk melakukan 
perilaku tertentu. Sementara itu, persepsi 
kendali keperilakuan mengacu pada 
keyakinan individu tentang kemudahan 
atau hambatan dalam melaksanakan 
perilaku, yang dipengaruhi oleh 
ketersediaan sumber daya atau 
kesempatan yang dimiliki. 

Dalam konteks kepatuhan pajak, 
TPB sering digunakan untuk 
menganalisis motivasi melalui elemen 
tax morale. Beberapa penelitian 
menunjukkan relevansi TPB dalam hal 
ini. Misalnya, penelitian Bobek et al. 
(2013) mengungkapkan bahwa sikap 
wajib pajak (WP) terhadap pajak 
merupakan faktor utama yang 
memengaruhi tax morale di Amerika 
Serikat. Penelitian Benk et al. (2011) di 
Turki menunjukkan bahwa kombinasi 
norma sosial dan keinginan menghindari 
sanksi menjadi motivator utama dalam 
memotivasi kepatuhan pajak. Di 
Barbados, penelitian Alleyne dan Harris 
(2017) menemukan bahwa penghindaran 
pajak lebih dipengaruhi oleh prinsip 
moral individu (sikap) dibandingkan 
aspek keadilan (persepsi kendali). Di 
Indonesia, Yusdita et al. (2017) 
menyimpulkan bahwa kepercayaan 
terhadap institusi formal, seperti 
transparansi DJP, menjadi faktor utama 
yang memengaruhi sikap WP terhadap 
kepatuhan pajak. 

Penelitian ini menerapkan TPB 
untuk menganalisis tax morale pelaku 
UMKM terhadap kebijakan pajak dalam 
PP No. 23 Tahun 2018. Melalui 
pendekatan kualitatif, penelitian ini 

berfokus pada eksplorasi sikap pelaku 
UMKM terhadap kebijakan pajak, 
norma subjektif yang terkait dengan 
kepatuhan pajak, serta persepsi kendali 
terhadap kewajiban pajak. Kerangka 
pemikiran penelitian ini disajikan pada 
Gambar I untuk menganalisis tingkat 
akseptasi dan kepatuhan pajak pelaku 
UMKM. 
 

 
Gambar 1.  Kerangka Berpikir 
Analisis Tingkat Akseptasi dan 

Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM 
Terhadap Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 
Sumber: Peneliti 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
paradigma pragmatisme yang 
menempatkan masalah penelitian 
sebagai fokus utama. Paradigma ini 
memberikan fleksibilitas kepada peneliti 
dalam menentukan metode, prosedur, 
dan teknik yang sesuai untuk menjawab 
masalah penelitian (Kaushik & Walsh, 
2019). Rumusan masalah yang diangkat 
adalah: (1) Bagaimana persepsi pelaku 
UMKM terhadap kebijakan pajak 
UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018; 
(2) Bagaimana komitmen kepatuhan 
pajak pelaku UMKM terhadap kebijakan 
tersebut; dan (3) Faktor-faktor apa saja 
yang memengaruhi tingkat kepatuhan 
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pajak pelaku UMKM. Penelitian ini 
menggunakan desain kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini mendalami tiga isu 
utama. Pertama, elemen yang 
membentuk persepsi pelaku UMKM 
terhadap kebijakan pajak UMKM. 
Kedua, dampak persepsi tersebut 
terhadap komitmen kepatuhan pajak. 
Ketiga, motivasi utama yang 
memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. 
Untuk menjawab isu-isu tersebut, 
pendekatan multidisipliner digunakan, 
melibatkan psikologi dan hukum. 
Pendekatan psikologi menggunakan 
Theory of Planned Behaviour (TPB) 
untuk mengeksplorasi sikap, norma 
subjektif, dan persepsi kendali pelaku 
UMKM terhadap kebijakan pajak. Dari 
perspektif hukum, kebijakan pajak 
UMKM dalam PP No. 23 Tahun 2018—
yang menetapkan tarif final 0,5%—
dianalisis dampaknya terhadap 
komitmen kepatuhan pajak pelaku 
UMKM. 

Penelitian ini menggunakan 
metode analisis data model Miles dan 
Huberman (1994), meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Data primer diperoleh 
melalui wawancara mendalam kepada 
wajib pajak (WP) UMKM yang terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jayapura. Partisipan dipilih 
menggunakan teknik purposive 
sampling dan dikelompokkan menjadi 
dua: (1) WP yang terdaftar sebelum 
pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018; 
dan (2) WP yang baru terdaftar setelah 
pemberlakuan kebijakan tersebut. 

Data dianalisis menggunakan 
kodifikasi tematik (Thematic Coding) 
dengan empat tema utama: (1) Sikap 
terhadap perilaku, mencakup "manfaat," 
"beban," "dampak individu," dan 
"dampak usaha"; (2) Norma subjektif, 
mencakup "memberatkan" dan 

"meringankan"; (3) Persepsi kendali 
keperilakuan, mencakup "memudahkan" 
dan "menyulitkan"; serta (4) Kehendak, 
mencakup "patuh" dan "tidak patuh." 

Hasil wawancara disajikan dalam 
diagram yang mengelompokkan 
tanggapan berdasarkan tema dan 
demografi partisipan. Kesimpulan dibuat 
berdasarkan kodifikasi data yang telah 
diverifikasi untuk menjawab rumusan 
masalah. Analisis didukung dengan 
perangkat lunak Nvivo 12 untuk 
memastikan keakuratan dan 
sistematisasi data. Penelitian ini 
diharapkan memberikan gambaran 
komprehensif mengenai persepsi, 
komitmen, dan faktor yang 
memengaruhi kepatuhan pajak pelaku 
UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PENELITIAN 
Hasil Penelitian 
Profil Partisipan 

Partisipan didominasi oleh WP OP 
usaha mikro (67%). Berdasarkan usia, 
mayoritas berada dalam rentang 30-35 
tahun (33%), diikuti oleh rentang 36-45 
tahun (28%). Sebagian besar partisipan 
berjenis kelamin laki-laki (61%). 

Gambar 2. Demografi Partisipan 
 

Sikap terhadap perilaku kepatuhan 
pajak pelaku UMKM terhadap PP 
Nomor 23 Tahun 2018 

Peneliti mengkategorikan sikap 
pelaku UMKM terhadap kepatuhan 



2025. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 8(2):2281-2296 
 
 
 

2287 

pajak berdasarkan empat komponen 
utama: manfaat, beban, dampak individu, 
dan dampak usaha. Komponen pertama, 
manfaat, merujuk pada pemahaman 
pelaku UMKM mengenai pajak mereka 
berdasarkan kebijakan yang tercantum 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yang 
memberikan tarif PPh 0,5% bagi 
UMKM. Komponen beban 
mencerminkan persepsi pelaku usaha 
terhadap hambatan dalam pelaksanaan 
kebijakan pajak ini, yang bervariasi 
antara WP (Wajib Pajak) lama dan baru. 
Dampak individu mengacu pada harapan 
pribadi terhadap manfaat atau kerugian 
yang timbul akibat kebijakan pajak, 
sementara dampak usaha merujuk pada 
bagaimana kebijakan ini mempengaruhi 
perkembangan dan kelangsungan usaha 
mereka. 

Sikap pelaku UMKM terbagi 
menjadi dua kategori, yaitu WP lama 
(yang sudah terdaftar lebih lama) dan 
WP baru (yang baru terdaftar). WP lama 
cenderung lebih memperhatikan seluruh 
komponen tersebut, terutama terkait 
keterbukaan dari otoritas pajak dan 
transparansi kebijakan yang diterapkan. 
Sebaliknya, WP baru lebih cenderung 
fokus pada manfaat pajak yang mereka 
terima dan bagaimana hal itu 
memengaruhi akses mereka terhadap 
permodalan. 

Penelitian menunjukkan bahwa 
bagi WP baru, mereka cenderung lebih 
mengutamakan manfaat pajak, tetapi 
mereka tetap mempertimbangkan beban 
administratif dan dampak bagi individu 
dan usaha. Secara umum, meskipun WP 
baru mungkin belum sepenuhnya 
memahami konsep pajak, mereka lebih 
terbuka terhadap ide penggunaan NPWP 
(Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai 
sarana untuk mendapatkan akses 
permodalan yang lebih baik. 

Dari segi dampak, WP lama 
menganggap kebijakan pajak ini 
memberikan manfaat dalam 

meningkatkan transparansi usaha dan 
memperbaiki hubungan dengan otoritas 
pajak. Mereka menilai kebijakan ini 
sebagai sarana untuk mengurangi tarif 
pajak PPh, yang berdampak positif 
terhadap kemajuan usaha mereka. Di sisi 
lain, WP baru lebih fokus pada 
bagaimana kebijakan pajak dapat 
mempermudah akses permodalan dan 
meningkatkan kesadaran mereka 
terhadap pentingnya kepatuhan pajak 
sebagai kontribusi terhadap negara. 

Faktor demografi juga turut 
memengaruhi sikap pelaku UMKM 
terhadap pajak. Kategori jenis kelamin 
dan usia mempengaruhi persepsi mereka 
terhadap kewajiban pajak. Partisipan 
pria dan wanita menunjukkan perhatian 
yang signifikan terhadap manfaat pajak, 
dengan wanita lebih cenderung berfokus 
pada apakah tarif pajak yang dikenakan 
adalah wajar. Dari sisi usia, mayoritas 
partisipan, terutama dari kalangan 
pelaku usaha mikro yang baru terdaftar, 
menyadari pentingnya kontribusi pajak 
bagi pembangunan negara dan tidak 
merasa keberatan dengan tarif 0,5% 
sebagai kewajiban pajak yang mereka 
hadapi. 

Secara keseluruhan, meskipun ada 
perbedaan persepsi antara WP lama dan 
baru, partisipan menunjukkan komitmen 
yang kuat terhadap kewajiban pajak 
mereka dan memiliki antusiasme yang 
tinggi terhadap kebijakan pajak UMKM, 
dengan pemahaman yang terus 
berkembang, meskipun masih terbatas di 
kalangan pelaku usaha yang baru 
terdaftar. 

 
Norma subjektif pelaku UMKM 
terhadap kebijakan pajak UMKM 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 

Norma subjektif pelaku UMKM 
terhadap kebijakan pajak dalam PP 
Nomor 23 Tahun 2018 berperan penting 
dalam memprediksi perilaku kepatuhan 
pajak mereka. Peneliti mengelompokkan 
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tanggapan peserta ke dalam dua kategori 
norma subjektif: memberatkan dan 
meringankan. Komponen memberatkan 
mencerminkan nilai-nilai dan norma 
sosial yang kurang mendukung 
kepatuhan pajak, sementara komponen 
meringankan menunjukkan adanya 
dukungan untuk perilaku patuh pajak. 
Partisipan WP lama cenderung 
memberikan lebih banyak pandangan 
mengenai hal memberatkan dan 
meringankan, sejalan dengan 
pengalaman mereka yang lebih luas 
dalam menjalankan kewajiban pajak. 
Sebagian besar partisipan merasa 
terbebani oleh kondisi ekonomi yang 
tidak mendukung kelangsungan usaha, 
serta keprihatinan mengenai pengelolaan 
pajak oleh pemerintah, termasuk isu 
korupsi. Sementara itu, faktor yang 
meringankan termasuk dorongan dari 
keluarga, sesama pelaku usaha, dan 
pemahaman agama yang memperkuat 
tax morale mereka. 

Dalam hal memberatkan, banyak 
partisipan mengeluhkan iklim usaha 
yang tidak kondusif dan kekhawatiran 
mengenai penyalahgunaan dana pajak. 
Sebaliknya, dorongan dari keluarga dan 
komunitas usaha, serta kesadaran agama, 
dilihat sebagai faktor yang meringankan, 
membantu membentuk niat untuk 
mematuhi kewajiban pajak. Tanggapan 
partisipan juga menunjukkan adanya 
perbedaan persepsi berdasarkan kategori 
WP, klasifikasi UMKM, jenis kelamin, 
dan usia. Partisipan perempuan lebih 
terpengaruh oleh dorongan keluarga dan 
teman, sementara partisipan pria 
cenderung didorong oleh ajaran agama 
dan contoh nyata perilaku kepatuhan 
pajak di lingkungan mereka. Partisipan 
muda lebih terpengaruh oleh informasi 
negatif tentang pengelolaan pajak, 
sementara mereka yang lebih tua lebih 
memerhatikan kestabilan usaha dan 
perhatian pemerintah terhadap 
disabilitas. 

Secara keseluruhan, meskipun 
terdapat berbagai pertimbangan yang 
memberatkan, mayoritas partisipan 
cenderung memilih untuk mematuhi 
kebijakan pajak UMKM dalam PP 
Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini 
dipengaruhi oleh dorongan dari 
lingkungan sosial mereka, pemahaman 
agama, dan kepercayaan terhadap 
pengelolaan pajak yang lebih baik. 

 
Persepsi Kendali Keperilakuan 
Pelaku UMKM terhadap Kebijakan 
Pajak UMKM dalam PP Nomor 23 
Tahun 2018 

Persepsi kendali keperilakuan 
merupakan konsep yang dikembangkan 
dalam teori TPB, yang menjelaskan 
bahwa keputusan berperilaku tidak 
hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma 
subjektif, tetapi juga oleh elemen-
elemen lain yang berhubungan dengan 
ketersediaan sumber daya dan kesediaan 
individu untuk bertindak. Dalam konteks 
penelitian ini, persepsi kendali 
keperilakuan pelaku UMKM terhadap 
kebijakan pajak dalam PP Nomor 23 
Tahun 2018 dibagi menjadi dua 
komponen: kemudahan dan kesulitan. 

Banyak partisipan yang merasakan 
bahwa rendahnya tingkat sosialisasi 
mengenai kebijakan pajak UMKM 
dengan tarif 0,5% menjadi salah satu 
faktor yang menyulitkan mereka untuk 
patuh terhadap kewajiban pajak. 
Beberapa partisipan menyarankan 
adanya himbauan atau pendekatan yang 
lebih aktif dari pihak otoritas pajak, 
seperti penyuluhan yang lebih intensif, 
agar mereka lebih memahami kewajiban 
pajak. Partisipan juga menyoroti bahwa 
tidak semua wajib pajak memiliki 
pemahaman yang sama, sehingga 
sosialisasi yang efektif sangat 
dibutuhkan. Misalnya, salah satu 
partisipan mengatakan bahwa mereka 
baru mengetahui tentang kebijakan 0,5% 
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setelah mendengar informasi secara 
terbatas. 

Di sisi lain, beberapa partisipan 
mengaitkan kemudahan dalam 
kepatuhan dengan penyuluhan yang 
tepat dan informasi yang mudah 
dipahami. Salah seorang partisipan 
mengungkapkan bahwa pendekatan 
personal dalam penyuluhan akan lebih 
efektif, dibandingkan hanya sekedar 
memberikan informasi umum. Hal ini 
menunjukkan bahwa cara penyampaian 
informasi, seperti pendekatan langsung 
atau melalui forum-forum kecil, dapat 
meningkatkan kesediaan pelaku UMKM 
untuk patuh pajak. Partisipan lain juga 
menyoroti pentingnya penyesuaian 
denda dengan besaran pajak yang harus 
dibayar. Beberapa dari mereka merasa 
bahwa denda yang tinggi, terutama yang 
tidak sebanding dengan penghasilan 
mereka, justru menjadi beban tambahan 
yang menyulitkan kepatuhan pajak. Oleh 
karena itu, penyesuaian nilai denda 
dengan jumlah pajak yang terutang 
dianggap akan lebih adil dan 
memudahkan mereka untuk membayar 
pajak tepat waktu. 

Baik pelaku usaha mikro maupun 
kecil cenderung merasakan kesulitan 
yang sama dalam memahami kebijakan 
pajak, yang sebagian besar disebabkan 
oleh kurangnya informasi yang 
diberikan oleh kantor pajak. Mereka 
merasa bahwa sosialisasi kebijakan 
pajak yang lebih intensif dan jelas sangat 
dibutuhkan untuk memperjelas prosedur 
dan kewajiban mereka. Hal ini 
menunjukkan bahwa intensitas 
penyampaian informasi menjadi faktor 
yang menentukan dalam meningkatkan 
pemahaman pajak di kalangan pelaku 
UMKM. 

Dalam hal persepsi kendali 
keperilakuan kepatuhan pajak, partisipan 
laki-laki cenderung lebih fokus pada 
aspek yang menyulitkan mereka, seperti 
kurangnya informasi dan sosialisasi. 

Mereka sangat mengutamakan intensitas 
sosialisasi aturan pajak dari pihak 
otoritas pajak sebagai faktor penting 
yang mempengaruhi keputusan mereka 
untuk patuh pajak. Sebaliknya, 
partisipan perempuan lebih menilai 
faktor kemudahan dan kesulitan secara 
lebih seimbang. Metode sosialisasi yang 
digunakan oleh pihak pajak, seperti 
pendekatan langsung atau informasi 
berbasis teknologi, menjadi elemen 
penting dalam membentuk persepsi 
mereka terhadap kewajiban pajak. 

Partisipan yang berusia 36 hingga 
55 tahun cenderung mempersepsikan 
faktor kendali keperilakuan mereka 
terhadap kepatuhan pajak lebih 
dipengaruhi oleh intensitas edukasi yang 
diberikan oleh pihak kantor pajak. 
Mereka merasa bahwa sosialisasi yang 
dilakukan dengan baik dapat 
memberikan mereka pemahaman lebih 
dalam mengenai kewajiban pajak yang 
harus dipenuhi. Sementara itu, partisipan 
yang berusia di bawah 35 tahun lebih 
menginginkan akses informasi yang 
lebih modern, seperti melalui platform 
digital atau online, yang memungkinkan 
mereka untuk memperoleh informasi 
pajak secara lebih cepat dan efisien. Hal 
ini mencerminkan bahwa generasi yang 
lebih muda cenderung mengandalkan 
teknologi dalam mencari informasi, 
termasuk terkait dengan kewajiban pajak 
mereka. 

Faktor yang paling mendasar 
dalam membentuk persepsi kendali 
keperilakuan pelaku UMKM terhadap 
kepatuhan pajak adalah frekuensi dan 
model sosialisasi yang dilakukan oleh 
otoritas pajak. Sosialisasi yang intensif, 
disertai dengan penyesuaian denda yang 
proporsional dengan penghasilan 
UMKM, akan memudahkan mereka 
untuk patuh terhadap kewajiban pajak. 
Selain itu, metode penyampaian 
informasi yang lebih efektif dan sesuai 
dengan karakteristik pelaku UMKM, 



2025. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 8(2):2281-2296 
 
 
 

2290 

baik berdasarkan jenis kelamin, usia, 
atau kategori usaha, sangat penting 
untuk meningkatkan kepatuhan pajak di 
kalangan pelaku UMKM. 

 
Kehendak Perilaku Pelaku UMKM 
terhadap Kebijakan Pajak UMKM 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 

Kehendak perilaku merupakan 
elemen penting dalam teori TPB, yang 
melibatkan tiga faktor utama: sikap, 
norma subjektif, dan persepsi kendali 
keperilakuan. Berdasarkan analisis 
terhadap faktor-faktor ini, ditemukan 
bahwa sikap pelaku UMKM 
menunjukkan keinginan kuat untuk 
berperilaku patuh terhadap pajak. 
Kehendak untuk patuh juga tercermin 
secara implisit dalam norma subjektif 
yang ada di kalangan partisipan. Selain 
itu, persepsi kendali keperilakuan 
mengindikasikan adanya kesiapan yang 
tinggi dari pelaku UMKM untuk 
mematuhi kewajiban pajak. Setelah 
menganalisis ketiga elemen ini, peneliti 
mengidentifikasi potensi kehendak 
perilaku para partisipan terkait 
kepatuhan pajak, yang dibagi menjadi 
dua kategori utama: patuh dan tidak 
patuh. 

Dari total 18 partisipan, 17 di 
antaranya menunjukkan preferensi yang 
kuat untuk patuh terhadap kebijakan 
pajak UMKM dalam PP Nomor 23 
Tahun 2018. Kesadaran dan kepedulian 
terhadap pentingnya pajak untuk 
pembangunan negara menjadi faktor 
kunci yang mendasari preferensi ini. 
Berikut adalah beberapa pernyataan dari 
partisipan: 

“Karena kita sadar ya, banyak 
pembangunan… negara kita lebih maju 
karena kan dari hasil pajak itu sendiri… 
lihat aja contohnya, kota Jayapura kan 
membangun dari hasil pajak” (P13, 
partisipan WP baru) 

“Kalau yang tidak taat pajak, 
berarti ya mungkin disebutnya kan 

egois… mementingkan diri sendiri tanpa 
mementingkan kepentingan umum… 
betul gak, kalau menurut saya gitu” (P8, 
partisipan WP lama) 

Namun, ada satu partisipan yang 
secara eksplisit mengungkapkan 
keengganannya untuk mematuhi 
kewajiban pajaknya, yang dipengaruhi 
oleh kondisi keuangan yang sedang 
dihadapi. Pernyataan tersebut adalah: 

“Sudah sejak lama tahu cuma 
mungkin ya, belum niat waktu itu... saya 
tahu pajak itu wajib tapi mungkin karena 
sesuatu hal atau alasan yang lain… 
ketika terbentur dari usaha” (P16, 
partisipan WP baru) 

Kemudian, peneliti juga 
menganalisis potensi kehendak perilaku 
berdasarkan kategori UMKM. 
Ditemukan bahwa kecenderungan untuk 
tidak patuh terhadap kebijakan pajak 
lebih banyak ditemukan di kalangan 
pelaku usaha mikro. Hal ini bisa 
dipahami karena pelaku usaha mikro 
umumnya memiliki tingkat pendidikan 
yang lebih rendah dibandingkan dengan 
pelaku usaha kecil dan menengah. 
Rendahnya tingkat pendidikan ini 
memengaruhi pemahaman mereka 
terhadap pentingnya kepatuhan pajak. 
Sebagai contoh, beberapa partisipan 
menunda pendaftaran sebagai wajib 
pajak pada periode sebelum penerapan 
PP Nomor 23 Tahun 2018, meskipun 
mereka sudah mengetahui peran pajak. 

Selanjutnya, analisis terhadap 
potensi kehendak perilaku berdasarkan 
jenis kelamin menunjukkan bahwa 
partisipan perempuan cenderung 
menunjukkan keengganan terhadap 
kebijakan pajak UMKM. Hasil 
wawancara dengan partisipan 
perempuan menunjukkan bahwa mereka 
lebih cenderung tidak mematuhi 
kebijakan tersebut, dengan alasan yang 
berkaitan dengan beban usaha dan 
ketidakpahaman tentang manfaat pajak. 
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Peneliti juga menganalisis potensi 
kehendak perilaku berdasarkan usia. 
Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku 
UMKM yang berusia antara 46 hingga 
55 tahun cenderung lebih mengabaikan 
kebijakan pajak UMKM dalam PP 
Nomor 23 Tahun 2018. Sebaliknya, 
partisipan dengan usia di bawah 35 tahun 
menunjukkan kecenderungan yang lebih 
besar untuk mematuhi kebijakan pajak, 
karena mereka lebih memahami 
pentingnya pajak tidak hanya untuk 
pembangunan negara, tetapi juga untuk 
kelangsungan usaha mereka. Temuan ini 
kontras dengan penelitian Alasfour et al. 
(2016), yang menyatakan bahwa 
semakin matang usia seorang wajib 
pajak, maka tingkat kepatuhan pajaknya 
cenderung lebih tinggi. 

Kesimpulan: Secara umum, 
mayoritas pelaku UMKM menunjukkan 
keinginan yang kuat untuk patuh 
terhadap kebijakan pajak UMKM dalam 
PP Nomor 23 Tahun 2018, yang 
didorong oleh kesadaran akan peran 
pajak untuk pembangunan negara. 
Namun, terdapat beberapa kelompok 
yang lebih cenderung untuk tidak patuh, 
terutama pelaku usaha mikro, pelaku 
usaha perempuan, dan pelaku usaha yang 
lebih tua, yang dipengaruhi oleh faktor 
pendidikan, pemahaman, dan kondisi 
keuangan. 
 
PEMBAHASAN 

Rumusan masalah yang pertama 
adalah mengenai persepsi yang dimiliki 
partisipan terhadap kebijakan pajak 
UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 
2018. Persepsi dalam penelitian ini 
mencakup tiga elemen pendorong 
kehendak dalam konsep TPB yang 
merefleksikan tax morale partisipan: 
sikap terhadap perilaku, norma subjektif, 
dan persepsi kendali keperilakuan. 
Berdasarkan sikap terhadap perilaku 
partisipan, kebijakan pajak UMKM 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 

mendapat apresiasi yang baik. Hal ini 
didorong oleh tax morale partisipan yang 
cenderung tinggi, yang terindikasi dari 
pernyataan mereka yang secara eksplisit 
menyadari peran pajak terhadap 
pembangunan negara. Partisipan melihat 
kebijakan pajak UMKM dengan tarif 
0,5% sebagai jembatan untuk 
berkontribusi aktif terhadap peningkatan 
penerimaan pajak. Selain itu, kebijakan 
pajak UMKM terbaru dianggap 
membawa dampak positif yang 
substansial, baik bagi individu maupun 
usaha yang dijalankan. Meskipun ada 
beberapa pertimbangan mengenai beban, 
seperti kesempatan berkonsultasi dengan 
otoritas pajak dan kekhawatiran 
mengenai kompleksitas dokumentasi 
laporan pajak, mayoritas partisipan tetap 
menganggap kebijakan ini positif dan 
tepat. Dari kondisi ini, dapat 
disimpulkan bahwa pengenaan pajak 
pada sektor UMKM diterima dengan 
baik oleh partisipan. 

Dalam konteks norma subjektif, 
persepsi terhadap pengenaan pajak pada 
sektor UMKM terkait dengan isu yang 
dapat memberatkan atau meringankan. 
Jika penyelewengan dana pajak oleh 
otoritas pajak terbukti, hal ini akan 
dijadikan dasar untuk motivasi 
partisipan menolak kebijakan pajak 
UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 
2018. Selain itu, kekhawatiran terhadap 
iklim usaha turut mempengaruhi 
persepsi partisipan. Namun demikian, 
dorongan kuat dari lingkungan, praktik 
nyata kepatuhan pajak, serta pemahaman 
agama yang baik memberikan motivasi 
kuat bagi partisipan untuk menjalankan 
kebijakan pajak UMKM. Dengan 
demikian, tax morale partisipan berada 
pada posisi yang kuat, sehingga 
pengenaan pajak terhadap sektor 
UMKM dapat diterima. 

Mengenai persepsi kendali 
keperilakuan, partisipan lebih 
memandang kemudahan dalam 
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mematuhi kebijakan pajak UMKM 
dibandingkan dengan faktor yang 
menyulitkan. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa tax morale partisipan tinggi, 
sehingga pengenaan pajak terhadap 
sektor UMKM dapat dipahami dengan 
baik. Berdasarkan tax morale yang 
terbentuk dari tiga elemen dalam konsep 
TPB tersebut, persepsi yang terbentuk 
adalah bahwa kebijakan pajak UMKM 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 
merupakan kebijakan yang tepat. 
Partisipan menunjukkan pemahaman 
yang memadai mengenai pengenaan 
pajak terhadap UMKM, yang sejalan 
dengan penelitian Torgler (2007) dan 
Damayanti et al. (2015). 

Rumusan masalah kedua berkaitan 
dengan komitmen kepatuhan pajak 
pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak 
UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 
2018. Sebagaimana diungkapkan dalam 
penelitian Damayanti et al. (2015), 
perilaku patuh terhadap peraturan pajak 
semakin tinggi ketika wajib pajak 
memiliki tax morale yang tinggi. Dalam 
penelitian ini, mayoritas partisipan 
menunjukkan komitmen kuat terhadap 
kepatuhan pajak. Hal ini terlihat dari 
keinginan 17 dari 18 partisipan untuk 
berperilaku patuh. Namun, ada satu 
partisipan perempuan yang dengan sadar 
menghindari untuk mematuhi pajak, 
yang bertentangan dengan argumen 
Tittle (1980 dalam Torgler & Valev, 
2010), yang menyatakan bahwa 
perempuan cenderung memiliki 
pengendalian diri yang baik serta 
preferensi untuk menghindari risiko, 
termasuk dalam kepatuhan pajak. 

Rumusan masalah ketiga 
menyangkut faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak 
pelaku UMKM terhadap kebijakan pajak 
UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 
2018. Dalam penelitian ini, motivasi-
motivasi yang membentuk tax morale 
partisipan dan mempengaruhi 

persepsinya terkait sikap terhadap 
perilaku kepatuhan pajak, norma 
subjektif, dan persepsi kendali 
keperilakuan, berpengaruh kuat terhadap 
kehendak partisipan untuk patuh atau 
tidak patuh terhadap kebijakan pajak 
UMKM. Kecenderungan untuk 
berperilaku patuh pajak semakin tinggi 
ketika tercapai hal-hal berikut: 1) 
Perspektif manfaat mendominasi sikap 
partisipan; 2) Motivasi dari lingkungan, 
praktik nyata kepatuhan pajak, dan 
pemahaman ajaran agama sebagai faktor 
yang meringankan, mendominasi dalam 
norma subjektif untuk menerima 
kebijakan pajak UMKM dan memilih 
berperilaku patuh pajak; dan 3) Aspek 
kemudahan mendominasi persepsi 
kendali keperilakuan partisipan 
mengenai kepatuhan pajak. Hasil ini 
sejalan dengan argumen Ajzen (1991) 
mengenai landasan kecenderungan 
untuk memilih perilaku yang diharapkan. 
 
PENUTUP 

Penelitian ini mengeksplorasi 
tingkat akseptasi dan kepatuhan pajak 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan pajak 
UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 
2018 dipersepsikan oleh para partisipan 
sebagai kebijakan yang tepat dan positif. 
Persepsi ini termotivasi oleh tax morale 
partisipan yang tercermin melalui tiga 
elemen TPB: sikap terhadap perilaku, 
norma subjektif, dan persepsi kendali 
keperilakuan. Aspek manfaat menjadi 
kunci dalam sikap apresiasi yang 
ditunjukkan partisipan terhadap 
kebijakan pajak UMKM, diikuti oleh 
norma subjektif yang terbentuk oleh 
praktik nyata kepatuhan pajak, 
pemahaman agama yang baik, serta 
intervensi positif dari lingkungan. Selain 
itu, aspek kemudahan mendominasi 
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persepsi kendali keperilakuan partisipan 
terhadap kepatuhan pajak dalam 
kebijakan pajak UMKM tersebut. 

Mayoritas partisipan menunjukkan 
komitmen yang kuat terhadap praktik 
kepatuhan pajak. Komitmen ini didorong 
oleh kehendak mereka untuk berperilaku 
patuh terhadap kebijakan pajak UMKM 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. 
Tingkat kepatuhan pajak partisipan 
sangat bergantung pada motivasi yang 
membentuk tax morale mereka dan 
mempengaruhi persepsi terhadap 
kepatuhan pajak, yang diwujudkan 
dalam sikap terhadap perilaku, norma 
subjektif, dan persepsi kendali 
keperilakuan. Ketika partisipan memiliki 
motivasi yang besar untuk sadar dan 
menerima kewajiban pajaknya, maka 
kecenderungan untuk berperilaku patuh 
pajak semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
berikut adalah saran yang dapat 
diberikan: 1) Sosialisasi kebijakan pajak 
UMKM dalam PP Nomor 23 Tahun 
2018 dapat dikemas dengan program 
pengembangan UMKM, seperti: a) Tata 
cara memperoleh sertifikasi halal atau 
sertifikasi BPOM dan pengambilan 
kredit UMKM; dan b) Teknik 
pembukuan yang sederhana, terutama 
bagi pelaku usaha mikro. 2) Memberikan 
pendampingan disertai pengawasan 
terhadap Wajib Pajak (WP) dari 
kalangan UMKM yang telah 
memanfaatkan kebijakan pajak UMKM 
dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. 
Pendampingan bertujuan untuk 
membantu WP dalam menghitung 
penghasilan usaha yang dimiliki sebagai 
dasar perhitungan pajak. Pengawasan 
diperlukan untuk memastikan bahwa 
WP telah memberikan informasi yang 
benar mengenai jumlah penghasilan 
usahanya dan pajak yang wajib 
dibayarkan. Penegakan hukum dapat 
dilakukan apabila informasi yang 
disampaikan WP tidak sesuai atau tidak 

memenuhi ketentuan dalam kebijakan 
pajak UMKM pada PP Nomor 23 Tahun 
2018. 
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